
BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 23 TAI-IUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan
perekonomian, besarnya tarif retribusi pelayanan parkir ditepi
jalan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sambas Nomor I Tahun 2OlI tidak sesuai lagr dengan
kebutuhan biaya penyediaan layanan perparkiran;
bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2OO9, tarif retribusi dapat ditinjau kembali yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S2) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 32091;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun l99g tentang perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3951);

Mengingat : 1.

b.

c.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaarl
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO+ tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OO4 tentang Jalan
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 132,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaall;
Undang-Undang Nomor 22 Tahttn 2OA9 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 50a9);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4
Nomor 224, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, teraktrir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2O06 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a655);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor );

15. Peratural Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Sambas
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2OO4 Nomor 56);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2004
tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah



Kabupaten Sambas Tahun 2OO4 Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2O7l

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaral Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2AL7 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengao Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sambas Nomor 9 Tahun 2oll tentalg Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2OL6 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 30);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2OL6
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 28);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urnum yang diatur dan
tercantum dalam Pasl 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor g
Tahun 2oll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2oll Nomor 10) sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2076 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2oll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 30) diubah sebagai berikut:

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
a. Retribusi parkir setiap kali di tempat parkir umum adalah :

1. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh rihu
rupiah).

2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).
3, Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
5. Gerobak untuk bedualan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

b. Untuk kendaraan yang diparkir di tempat-tempat parkir insidentil :

1. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 10"000,- (sepuluh ribu
rupiah).

2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp a.000,- (empat ribu rupiah).
3. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Gerobak untuk berjualan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).



Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya da-lam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 April 2A18

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 23


